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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 59 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMEBANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kota Palembang ;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang
tentang Penetapan Indikator Kinena Utama di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
Undang-Undang NMomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R| Tahun 2004 Nomor 4438, Tambsahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);

Peraturan Presiden Rl Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 — 2008;
Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Perturan Presiden Rl Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Rl Nomor 8 Tahun 2005;

Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Rl Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PERA/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2006 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6),

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembenlukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekrelariat
Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran
Daerah Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009
Nomor 6);

Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Palembang Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2009 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG.



Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kota Palembang dalam menetapkan :

Rencana kinerja tahunan ;

Rencana kerja dan anggaran ;

Dokumen penetapan kinerja ; dan

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2008 — 2013.
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Pasal 4

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar
menyusun Indikator Kinerja Utama untuk SKPD-nya masing-masing,
yang mengacu Kepada Indikator Kinerja Utama Utama di Lingkungan
Pamerintah Kota Palembang dan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD
dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 5

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar
menetapkan larget kinerfja seliap tahunnya dalam dokumen
perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang setiap
akhir tahun, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinera dan
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, untuk disampaikan kepada Walikota Palembang
c.q. Kepala Bappeda Kota Palembang dengan tembusan kepada
Inspektorat Kota Palembang.

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan
ini, Inspektorat Kota Palembang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi lerhadap pelaksanaan Keputusan ini, dan
melaporkan kepada Walikota Palembang.



Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku sejak langgal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Citetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Degember 2009
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